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Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-

Dompu

A. Dasar

1.
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Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang
Undang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan
Kode Etik Pegawai Negri Sipil;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



11. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Pasal 4
ayat (3) Tahapan pendafataran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi: c. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 107

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada
Pasangan Calon atau petugas penghubung.

(2) Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat
pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit
yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.

Pasal 110

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah
menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka
2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon.

(3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemenksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon.

(4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:

a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.

(5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan Kesimpulan hasil pemeriksaan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final.

Pasal 111

Setelah menerima kesimpulan hasil pemerksaan Kesehatan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6). KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
membenkan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas
penghubung

C. Sebagaimana lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupat dan Wakil Bupati sertz
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Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan Pemeriksaan Kesehatan dimulai Selasa,
27 Agustus 2024 - Senin, 2 September 2024.

D Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran dan sengketa Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Dompu
mengimbau kepada KPU Kabupaten Dompu agar dalam Pemeriksaan Kesehatan
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024
memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon memperhatikan jadwal
sebagaimana ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Seluruh proses pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.

N\
O \\

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan:;
2. Pertinggal.
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